
rssN 1412 - 1271

il

1,,

I

Kajian llmiah Mata Kuliah Umum
Volume 9 Nomor 1, Maret 2009

O Al-Quran dalam Perspcktif Budaya

a Memaknar Kembali Eskatologi dan Sernangat Etos Kerja lslami

a Pembinaan n khlak Mulia dalam Berhubungan antar Sesama Manusia
dalam Perspektif Islam

a Konflik Peradaban Samuel P HuntingtoD (Kebangkitan lslam yang
Dirisaukan?)

O Peningkatan Perilaku Religius melalui Integrasi Pembelajaran PAI dan
Pembinaan di Unit Kegiatan Keagamaan Mahasiswa
Stukri Fathudin AW

O Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke
Rezim
Sunarco

O Kegagalan P€rang Di4in antar Dua Negara Adidaya : Faktor Penyebab
dan Implrkasrnya

Kajian Konstitusi lndonesia dari Awal Kemerdekaan
Reformasi.
Kus Eddy Sartono

Menanamkan NilaiPancasila padaAnak Sejak Usia Dini
Y Ch Nany Suta ni

a

a



tssN 1412-1271

HUMA]VIKA
Kuiian llmiah Mata Kuliah Umum
Voiume 9 Nomor 1, Marct 2009

. Pcnerbit: UPT MKU Unjvcmitas NegcriYogyakarta

. Pclindung dnn Pcnaschat: I'cnbantLr Rcktor I UNY

. Penrnggung Jrwab/Pemimpin Umu : Kctria UPT MKU UNY

. Pcnyunting Ahli: Dr. Muhs inatun Siyasah Masruri, M Pd dan Dr. Maman
Suryaman, M Pd.

. Pclnimpir R0dsksi: Drs. Suranto, M Pd., M Sr

. Sekretaris R€daksi: Dr Marzuki, M.Ag. dan Dra. L AndrianiP, M.Hum.

. Anggota Rcdalsi: D. AjaL Sudrajar. M Ag, Drs. Kus Eddy Saftono, M.Si ,

Dra Dina Dwi Kurniarini, M Hunr , Drc Rukiyati, M H um., Dra. S'ti Ircne
Asnrri Dwiningrunr, M Si , dan Dra. Mawanri W.

. lata Usaha/Pclaksanar D|s Mudauradjr,lif Si., Dra. Y NuLasrh ,Ari
Saraswati

. Tnta Lctak: Dra Mami Hajaroh, M Pd . Amr Syamsudin, S Ag., M Ag.

. Alsnrrt lledsksi/Tatr Usnhar UPT i\'lKU UNY Karangnrrlang Yogyflkarta
55281 TclcpoD: (0274) 586168 PcsfllvaL 251

HUMANIKA Kaiiah |httiqh M ta Krliah Unnn mencdma kiriman tulisan/
artikelyang lc.kaiL dengan Mata Kuliah Urnunt (MKU), yang mcliputr
Pendidikan Agarna , Pendidikan Pancasila, Pcndidikan Kcwargancgaiaan, Ilmn
Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar Ilmu Alflmiah Dasa., Pendidikan
Kcpendudukan dan Lingkungan Hidup, dan Bahasa Indoncsia dcngan kclcnruan
scbagribcrikuf
I Naskah bisa bcrup| h.sii pcnclirian atau arti kel ilmiah bcbas dan bcluDr

pcrnah ditcrbirkan
2 Naskah djkclik dcngan spasi ganda (2 stasi) dcnganjumlah halaman I0 -15

halaman kuarfo, diketik dcnEan MS Wd rk|rn\fo,tt 12 Times Nev Ronoi
3. Naskah mernuat komponen:judul (< l0 kara), nama pcnulis, abstrak (100- 150

kata), isi kaangan (yang mcmuat pcndahuluan, pembahasan, dan pcnurup/
kcsimpulan), dalar pustaka, dan biodala pcnulis

4 Naskah diknnn dalam bcntuk?/nrr orr bcscrta soji copy ((tle).
5 Daliarpustaka ditulis sccara allabcLis scpcrti befikut:

Rakhmat, Jalaluddin (1994) P.\ikalogi Kohlunikasi Bandungr Re'naja
Rosdakarya.

Urbaningrurn,Anas (1998) "Mcnyorot Masalah hrtcgrasi Nasional Kita"
Remtblika 25l\li.hal 6

HUITIANIKA vol 9No l, Maret 2009



DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi, /ii

Daftar Isi. /iii

Al-Quran dalam Perspektif Budaya. l/at Sudrajat I l-Il.

Memaknai Kembali Eskatologi dan Semangat Etos Kerjr Islami
Nuntahidin / 13-25

Pembinaan Akhlak Mulia dalam B erhubungan antar Sesama
Manusia dalam Perspektit lslam, Malzuki I 21-41.

Konflik Peradaban Samuel P. Huntington (Kebangkitan
fsfam yadg Dirisaukan?\ ntu Fitria / 43-51

Peningkatan Pcrilaku Religius melalui Integrasi Pembelajarar
PAI dan Pembinaan di Unit Kegiata n Keagamaan Mahasiswa
Syukri Fathudin AW. dar. Sudiyatno / 59-12.

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim
ke Rezim, Sunarso /73-8'7 .

Kegagalan Perang Dingin Antar Dua Negara Adidaya: Faktor
Penyebab dan Implikasitya. Murtamadji / 89-100

Kajian Konstitusi Indonesia dari Awd Kem€rdekaan Sampai Era
Reformasi Kus Eddy Sarrcno l0l-115.

Menanamkan Nilai Pancasila Pada Anak Seiak Usia Dini . )a Cr.
Nanv Sutarini / Il7 - 127.

HUMANIKA Vol 9 No. L, Maret 2009 Il



DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI INDONESIA DARI REZIM KE REZIM

Oleh: Sunarso
(Jurusan PKn dan Hukum FISE / MKU - IJNY)

Abstrak

Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah
perkembangan mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam sistem
pendidikan nasional pada era Orde Lama hingga Orde Reformasi.
Mata pelajaran PKn ini muncul pertama kali tahun 1957,

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang khas. Mata
pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk mewujudkan sikap
toleransi, tenggang rasa, memeliham persafuan dan kesatuan, tidak
memaksakan pendapat, dan lainJain, yang dirasionalkan demi
terciptranya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan
pembangunan.

Di balik semua itu Pendidikan Kewarganegatun sesungguhnya
telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan
kekuasaan. Sosok Pendidikan Kewarganegaraan (Civic alau
Citize ship Education) yang demikian memang sering muncul di
sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang termasuk
Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Cogan (1998).

Pendahuluan

Jatuhnya Soeharto dari kekuasaan pada Mei 1998, berikut
dengan kisis moneter, ekonomi, dan politik, telah mendorong
reformasi bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga
dalam bidang pendidikan. Pendidikan nasional menurut banyak
kalangan bukan hanya belum berhasil meningkatkan kecerdasan dan
keterampilan anak didik, melainkan gagal dalam membentuk karakter
dan kepribadian (nation and character b ilding). Padahal
pembentukan karakter dan kepribadian ini sangat penting, bahka[
sangat mendesak, karena masih berkelanjutannya berbagai kisis yang
melanda bangsa dan negara Indonesia hingga saat ini (Azyumaldi
Azr^, 2006t vi)

Paradigma pendidikan yang dianut pada masa Orde Baru adalah

"pgndidikan untuk pembangunan", sehingga pendidikan telah
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diposisikan sedemikian pembangunan'

Pimbongunan Manusia menjadi jargon

Orde Banr dalam kebijak ata lebih banyak

belaka (Muchson, 2004).
Pendidikal Kewarganegaraan mcmpunyai misi yang lebih khas.

dengan misinya untuk
emelihara persatuan dan
dan lain-lain, yang

dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat
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Pendidikan Kewar juga sedang dalam proses leformasi ke

arah Pendidikan garaan dengan paradigma baru (ly'ew

Indonesian Civic Reformasi itu mulai dari aspek yang

mendasar, yaitu reorientasi isi dan misi, revitalisasi fungsi atau

peranan, hingga restrukturisas isi kurikulum dan materi pembelajaran'

Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Ker4arganegaraan
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pembentukan karakter remaja. Mod.el hidden curriculum, sepell,i
misalnya etika, dapat dikembangkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pertdidikan Karakter

Azyumardi mengklasifikasi penyebab kisis mentalitas, moral,
dan karakter mahasiswa di perguruan tinggi yang juga menjadi bagian
dari pendidikan nasional. Ada tujuh masalah pokok yang turut
menjadi akar krisis mentalitas dan moral di lingkungan perguruan
tinggi, antara laint arah pendidikan telah kehilangan objektivitasnya;
proses pendewasaan diri tidak berlangsung; proses pendidikan di
sekolah dan perguruan tinggi sangat membelenggu siswa dan
mahasiswa, dan bahkan juga guru dan dosen; beban kurikulum yang
demikian berat, lebih parah lagi, hampir sepenuhnya diorientasikan
pada pengembangan ranah kognitif belaka; beberapa mata pelajaran
dan matakuliab, termasuk juga pendidikan agama dan pendidikan
kewarganegaman, disampaikan dalam bentuk verbalisme, yang juga
disertai dengan lote-memorizing, pada saat yang sama siswa dan
mahasiswa dihadapkan kepada nilai-nilai yang sering bertentangan;
siswa dan mahasiswajuga mengalami kesulitan dalam mencari contoh
teladan yang baik di lingkungannya (Azpmardi Azra, 2006: xi).

Ketujuh permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya. Solusi
tidak bisa dilakukan secara adhoc dan oarsial. Bahkan daoat
dikatakan. pemecahan masalah-masalah bisar iru meniscaya[an
reformasi itu sendiri secara keseluruhan, karena masalah-masalah
tersebut saling berkaitan.

Persoalan lain yang dihadapi bangsa ini adalah tentang
pembeotukan masyarakat madani yang sering disebut civil soaety,
teF 'ljudnya masyarakat demokatis, pelaksanaan otonomi daerah, dan
terealisasinya pemerintahan yang bersih melalui jalur pendidikan
nasional. Harus diakui upaya untuk mengaktualisasikan demokasi
dan ciyil sociely di Indonesia melalui jalur pendidikan kelihatannya
masih harus menempuh jalan panjang, tedal, dan berliku-liku. Oleh
karena itu, Pendidikan Kewdrganegaraan di sekolah dan di perguruan
tinggi harus melakukan reorientasi, rekonstruksi kitis, restrukturisasi,
dan reposisi, serta berusaha untuk menerapkan paradigma baru.
Upaya-upaya itu harus bertujuan akhir pembentukan masyarakat
Indonesia yang demokatis, bersih, bermoral, dan berakhlak; dan
berpegang teguh pada nilai-nilai civility (keadaban). Sekolah harus
memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, skill, dan membentuk
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karakter. Ketiga komponen pokok tersebut, yaitu civic knowledge,
civic skills, dan civic dispoiitions (Margaret S Bronson, dkk., 1999:
8-25).

Pengetahuan kewarganegaraan (civc knowledge) merupakan
materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada
prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara
berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara,
pengetahuan tentang struktur dan sistem poitik dan pemerintahan,
nilai-nilai universal dalam masyarakat demokatis, cara-cara
kedasama untuk mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup
berdampingan secara damai dalam masyarakat intemasional.
Keteramtpilan kewarganegaraan (ctvic skills), merupakan
keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan,
agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna,
Civic slil/s mencakup intellectual skills (keterampilan intelektual) dan
parlicipalion .rfll/.e (keterampilan partisipasi). Adapun karakter
kewarganegara n (civic dtspositions) merupakan sifat-sifat yang harus
dimiliki setrap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi
politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya
martabat dan harga diri dan kepentingan umum.

Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan) memfokuskan
pada demokrasi politik atau demokasi sebagai sebuah sistem politik.
Civic Education sebagai bagian dari sosialisasi politik berfirngsi
sebagai pemelihara dan pengembang sistem politik yang ideal yaitu
demokrasi. Dalam demokasi konstitusional, ciric education yang
efektif adalah suatu keharusan. Kemampuan untuk berpartisipasi
dalam masyamkat demokratis, berfikir secara kJitis, dan bertindak
secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang
memungkinkan kita mendengar, dan mengakomodasi pihak lain,
semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai.

Pendidikan Kewarganegaraan Pada Era Orde Lama

Pedalanan sejarah Bangsa Indonesia menunjukkan bahwa
pendidikan formal dijadrkan sarana untuk mempersiapkan
warganegara yang sesuai dengan cita-cita nasional. Upaya inr nampak
dari lahimya berbagai nama untuk Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) yang sering berganti-ganti sejalan dengan perkembangan dan
pasang surut perjalanan politik bangsa Indonesia. Hal itu ditunjukkan
dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan khususnya

Dinanika Pen.lidikan Ke\ratganegoraan di Indon4ia dari Rezih ke Rezin 7'7
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tentang PKn sebagai lindak larllt dari Dekrrt Presiden 1959 untuk
kembali ke truD 1945, di antaranya dengan lnstruksi pembaharuan

buku-buku di perguruan tinggi.
Pemerintah, dalam hal ini Departcmcn P dan K, mengeluarkan

surat keputusan No. 12227415, tanggal l0 Desember 1959,
membenhrk panitia yanS terdili dari 7 orang. Tugas panitia tersebut
membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak
warganegara Indonesia drscrtar hal-hal yang akan mengrnsyafkan
mereka tentang sebab-sebab se.jarah dan tujuan Revolusi
Kemerdekaan kita (Supardo dkk, 1962) Panitia tersebut berhasil
menyrsun buku "Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia" pada
tahun 1962. Menurut para pcnlrlisnya (Supardo, dkk.), buku ini dapat
disebut dengan istilah Jernan "StaatsbLtrgerkltnde", dengan istllah
Inggris "Ciric.t" atau dengan istilah lndonesia " Kewarganegaraan ".

Akan tetapi oleh karena isi buku ini agak luas maka, nama "Manusia
dan Masyarakat Baru Indonesia" agaknya lebrh tepat

Buku pedoman PKn tcrscbut berisi (1) Sejarah
pergerakan/perjuangan rakyat Indonesia, (2) Pancasila, (3) UUD 1945,
(4) Demokasi dan Ekonomi Terpimprn, (5) Konferensi Asia Afrika,
(6) Kewajiban dan hak wargancgara, (7) Manifesto Politik, (8)
Laksana Malaikat dan Lampiran-larnpiran tentang Dekit Presiden,
Lahimya Pancasila, Pidato Presrden Soekamo, Declaration of Human
Rights dan Panca Wardhana (lima perkembangan). Pada dasamya
bahan pelajaran kewarganegaraan tersebut telah diglnakan sejak 1959
sampai dengan pecahnya Pemberontakan Partai Komunis Indonesia
(PKI) pada tanggal30 september 1965. Selanjutnya, setelah terjadinya
pemberontakan PKI, istilah Pendidikan Kewarganegaraan atas usul
Mente.i Kehakiman waktu itu, Mr Suhardjo, diubah menjadi
Pendidikan Kewargaan Negara dan berlaku sampai dengan tahun
1968. Dengan diberlakukannya Kurikulum 1968 namanya berubah
lagi menjadi "Pendidikan Kewargancgaraan".

PKn menurut kurikuluur 1968 berada dalam Kelompok
Pembinaan Jiwa Pancasila bark di sckolah Dasar maupun di sekolah
Menengah Bedanya adalah di SD kelompok mata pelajaran terdiri
dari Pendidikan Agama, Pendrdikan Kewarganegaraan, Bahasa
Indonesia, Bahasa Dacrah, dan Olah Raga. Scdangkan di SMA tanpa
Bahasa Daerah. Bahan-bahan pcngajaran PKn menurut kurikulum
1968 tersebut digunakan sampai dengan ditetapkannya Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 dengan nama "Pendidikan
Moral Pancasila" (PMP) sebagai nama Bidang Studl (BS) untuk
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Pendidikan Kewarganegaraan yang tujuannya adalah untuk
membentuk warganegara Pancasilais yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ditetapkanya ketetapan MPR
No. II/MPR/19?8 tcntang Pcdoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) maka materi bidang studi PMP dilengkapi atau bahkan
di dominasi oleh materi (P4) yang cenderung sebagai bahan
indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegda.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas PIG telah muncul
dengan berbagai nama. Numan Somanteri (1972) mengemukakan
bahwa istilah "Civics dan Civics Education" telah muncul masing-
masing dengan nama: Pendidikan Kewarganegaraan (1957); Civics
(1962); dan Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pendidikan
Kewarganegaran (1957) membahas materi tentang cara memperoleh
dan kehilangan kewarganegaraan Sedang C,v,cs (1962) lebih banyak
membahas Sejarah Kebangkrtan Nasional, UUD, Pidato-Pidato Politik
Kenegaraan, terutama yang diarahkan untuk "nation and character
building" bangsa Indonesia, seperli pada wakhr pelaksanaan pelajaran
Crvics di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah Declarotio of
Jndependent. Pidato-Pidato Politik Kenegaraan ini dikemas dengan
nama "Tujuh Bahan Pokok lndoktrinasi" (TUBAPI) yang berisi
pidato-pidato politik kencgaraan mantan Presiden Soekamo ditambah
dergan Manifesto Poltl,f (Manipol) dan Undang-Undang Dasar 1945,
Sosialisme lndonesia, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin,
Kepribadian Indonesia (USDEK). Pada masa pemerintahan Orde Baru
bahan-bahan pelajaran yangbercrf^t indoktrinasi temebut dibuang dan
dihilangkan sama sekali melalui Kurikulum 1968 dengan melakukan
perubahan-perubahan materi dan metode penyampaian. Adapun
mate.i pelajaran atau kelompok mata pelajaran untuk Pendidikan
Kewarganegaraan tersebut adalah Kelompok Pembinaan Jiwa
Pancasila. Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi
pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan
moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat
fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa.

Tujuan diajarkannya Pendidikan Kewargaan Negara adalah agar
tiap-tiap warganegam Indonesia berkewajiban mengamalkan
Pancasila dan UUD 1945 serta me.ealisasikan isi dan jiwa UUD 1945
dan ketetapan-ketetapafl MPRS sebagai ketentuan-ketentuan
pelaksanaan-nya Dengan demikian Kewargaan Negara tidak saja
wajib dipelajari tetapi lebih-lebih lagi merupakan bentuk sikap hidup.
Salah satu hal penting dari kurikulum SMA ,1968 

tersebut adalah

Dinanika Pehdidiktn Kewarganegaraan di Indohesia dari Rezin ke Rezin '79
(sunarso)



pengajaran Mata Pelajaran Kewargaan Negara senantiasa

dikorelasikan dengan pclajaran laln sepcrti Sejarah Indonesia, Ilmu
Bumi Indonesia, Hak Asasi N'lanusia, dan Ekonomi, sehingga mata
pelajaran Kewargaan Negara mcnjadi lebih hidup, lebih menantang,

dan lebih bermakna

Pendidikan Kewarganegar aan Pada Era Orde Baru

Dalam perubahan kurikulum sekolah tahun 1968 menjadi

kurukulum tahun 1975 mata pelalaran PKn atas dasar Kepufusan MPR
1978 diganti dengan nama baru yang dftenal dengan Pendidikan

Moral Pancasila (PMP). Ini Inerupakan hasil penggabungan mata
pelajaran sejenis menjadi bidang stLtdi. Bidang studi PMP merupakan

bahan-bahan mata pelajaran yang rnenyangkut Pancasila dan UUD
1945 dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkut paut di
antaranya mata pelajaran Scjarah, Ihnu Bumi, dan Ekonomi.
Sedangkan gabungan mata pelajaran Sejarah, Ilmu Buni, dan

Ekonomi menjadi bidang studi llmu Pcngetahuan Sosial (lPS) atau

Studi Sosial (Social St dies) dan saat illi bernama Pendidikan Ilmu
Pengetahuiar Sosial (PIPS). Hal yang sama masih tetap berlaku saat

berlakunya Ku kulum 198,1 sebagai penyesuaian Kurikulum 1975.

Mengenai bidang shrdi PMP tersebut Depdikbud (waktu iru) telah
mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang Pendidikan Moral
Pancasila (Dikbud, 1982) di mana dikemukakan berbagai hal penting
antara lain adalah sebagai bcrikut:

Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sccara konstitusional mulai
dikenal dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1973 tertang
Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan adanya Ketetapan

MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP drdasarkan pada

isi P4 tersebut. Oleh karena TAP MPR No. II/MPR/1978
merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah
laku setiap manusia Indoncsja dalam kehidupan bermasyarakat
serta bemegara, maka dijadikan sumber, dan tempat belpijak,
isi, dan evaluasi PMP Dengan demikian hakikat PMP tiada lain
adalah pelaksanaan P4 rnelalui jalur pendidrkan formal. Di
samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah di dalam

masyarakat umum grat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat
berbagai penataran, dalam rangka mcnycsuaikan Kurikulum
1975 dengan P4 dan GBHN 1978 mengusahakan adanya buku
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pegangan bagi murid dan guru Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat
Atas. Usaha itu telah menghasilkan Buku paket pMp.
Dari penjelasan ringkas di atas dapat disimpulkan bahwa: (l) p4

merupakan sumber, dan tempat berpUak, isi, dan cara evaluasi pMp
melalui pembakuan kurikulum 1975; (2) dengan dihasilkannya Buku
Paket PMP untuk semua tingkat pendidikan di sekolah maka Buku

;1,,#1:li,iT.mxilil#j
tetapi juga untuk masyarakat

pada umumnya melalui berbagai penataran Pedoman penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4) oleh BP7, untuk sekolah diberlakukan
bidang studi PMP sedangkan untuk masyarakat diberlakukan p4,
Namun demikial materi PMP tersebut didominasi oleh bahan-bahan
P4 yang disesuaikan dengan masing-masing lingkungan, yaitu
lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat,

Dalam perkembangan elanjutnya PMp karena berbaeai
perubahan dan berbagai pertim angan, dengan disusunnya kurikutum
sekolah tahun 1994 diubah menjadi Pendidikan pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada UU Sistem
Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 ayat 2 yarl9 menyatakan
bahwa: "Isi kurukulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikal
wajib memuat: a. Pendidikan Pancasila;1b. Pendidikan Agama; dan c.
Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidika[ Kewarganegaraan Pada Era Reformasi

Demokatisasi bidang pendidikan amat diperlukan terutama
dalam memposisikan warganegar:ir sebagai subjek dan bukan sekedar
objek dari kepentingan politik penguasa semata. Demokatisasi di
bidang pendidikan yang ditindaklanjuri dengan pendidikan demoloasi

reformasi tersebut ada baiknya mengutip pendapat Thomas Jefferson
sebagai penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang menyaiakan
b&tvat "..,thdt the knowledge, skills and behaviors of democratic
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citizenship do not jltst occur natullay in oneself but rather they must

be laught consciously lhrough schooling 1o teach new generation, i e

they are learned behdvior.t ". Agar peran pendidikan dipahami secara

jelas daLam mendidik warganegara yang demokratis tersebut John F

Kennedy misalnya lebih memperkuat pendapat Jefferson dengan

melgatakan bahwa: "There is an old saying thal lhe course of
civilization is a ruce bebreen catasftophe and educalion. In a

democracy such as ours, rre musl make sure that education wins lhe

/ace
Kedua pandangan tersebut mcmberl isyarat yang jclas bahwa

itu sendiri haruslah demokatis dan dilakukan dengar cara-cara yang

demokratis pula sebab pendidikan harus efektif yang didukung oleh

faktor-faktor startegis lingkungan intemal dan ekstemal. Dalam

konteks itu dapat diidentifikasikan parameter dan variabel yang

sosial, ekonomi, politik, hukum dll, yang dibangun oleh sumber daya

manusia yang kompeten dan temjl. Jika pendidikan itu mau efektif, ia
harus kuat, punya kemandirian, dan hubungan saling bantu dengan

faktor ekstemalnya dengan anggaran yang cukup untuk membiayai

SDM. Pendidikan Kcwarganegaraan yang efektif selain yang tersebut

di atas, perlu visi yang dibangun bersama tentang warganegara yadg

baik, demokratis, cerdas, dan terampil dalam menuju masyarakat

madani.
Keadaan masa lalu menunjukkan betapa rapuhnya pembangunan

termasuk pembinaan warganegara yang hanya mengandalkan faktor
keamanan, ekonomi, atau teknologi belaka tanpa memikirkan secata

sungguh sungguh individu-individu warganegara sebagai SDM yang

akan terlibat dalam keseluruhan sistem yang dibentuk dengan berbagai

pendekatan tersebut. Pendekatan-pendekatan yang dianut dalam

pembangunan bangs dan warganegara masa lalu itu secara nyata

telah menunjukkan egagalan-kegagalannya. Keadaan seperti ini
mendorong kita semua untuk mcmikirkan penataan kembali
pendidikan bagi wargancgara Indonesia khususnya PKn Indonesia.

Dengan mencermati ciri-ciri PKn dalam kedua kurun waktu di atas

nampak bahwa baik substanst materi maupun metode mengaJamya

tidak terlalu banyak mengalami perubahan, bahkan dapat dikatakan

82 HUMANIKA Vol. 9 No. I, Maret 2009, hal 67-80



bahwa kelemahannya justru terletak pada ketidak-konsistenan dalam
melaksanakan apa yang ditetapkan oleh kurikulum.

Analisis

Telah diuraikan terdahulu bahwa ketiga rezim pemerintahan

memiliki perhatian yang begitu signifikad terhadap PKn. Hal itu dapat
dilihat dari berbagi kebijakan pendidikan khususnya tentang
Pendidikan Kewarganegaraan yang seolah-olah amat dipengaruhi oleh
perubahan-perubahan situasi politik dan kenegaraan, Pada masa-masa
yang lalu yang jika tujuannya dicermati senantiasa menempatkan PKn
tersebut sebagai "alat politik" bukan sebagai "alat pendidikan politik"
yang didasari oleh nilai-nilai demokasi tetapi justru untuk
mengarahkan dan mendominasi nilai-nilai yang memungkinkan
sebuah rezim untuk mempertahankan "kemapanan" yang mendukung
kekuasaan yang ada.

Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan

dalam sistem sosial politik, dan kenegaraan yang memang semakin
menuntut pada kemantapan dalam PKn untuk menjamin kelangsungan
hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya tunhrtan-
tuntutan perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokatis harus

diakui sebagai hasil positif dari pendidikan PKn belakangan ini
termasuk ekses yang sekaligus merupakan tantangan bagi proses

demokatisasi inr sendiri.
Tuntutan perubahan itu selain disebabkan oleh hal-hal seperti

disebu&an di atas, dan juga karena beberapa sebab lain yang amat
fundamental seperti dikemukakan oleh Aziz Wahab (1998) dengan
mengaiakan bahwa: Bidang Studi PKr sesuai fungsi dan tujuannya
selama ini menjadi samna unhlk membina warganegara untuk lebih
mengetahui hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan
bemegara. Namun sejalan dengan terjadinya reformasi diperlukan
kajian ulang terhadap relevansi meteri PKn dalam kurikulum karena
beberapa alasan, di antaranyai (1) Selama Orde Baru yang lalu ada
kekacauan pengenian antara negara dan pemerintah/rczim yang
berkuasa; seakan-akan keduanya menjadi identik. Hal itu
mengakibatkan penerjemahan PKn ke dalam kurikulum pun banyak
diwamai oleh perspektif dan kepentingan pemerintah dengan
mengatasnamakan perspektif dan kepentingan negara. Hal yang sama
sesungguhnya bukan hanya berlaku untuk PKn tetapi juga untuk
bidang-bidang studi lainnya seperti Sejarah, Ekonomi, dan Geografi.
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ertama di atas,

soal kePahihan,
nasional) Yang

pemeriltah yang berkuasa; sedangkan topik-iopik lain seperti hak

asasi manusia, demokasi politik, demokasi ekonomi, hak-hak

behaviors " dAn b{,kan " lo ask and let student to thihk and lo Ji d "
(4) Dalam kenyataan, terjadi berbagai kebingungan peserta didik
akibat apa yang diajarkan di sekolah berbeda kenyataannya Akibat

lanjutnya adalah secara tidak disadari kita menyiapkan generasi yang

memiliki kepribadian terpecah
Berdasarkan alasan-alasan di atas, kaji ulang dan peninjauan

kembali terhadap materi dan metodotogi PKn dalam kurikulum 1994

merupaka[ suatu keharusan dalam Era Refomasi sekarang ini Kaji

dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa

dirampingkan, dan materi mana yang benar-benar esensial bagi

anak, masyarakat, dan kehidupan bangsa

3. Dari segi m€todologi, metode y er dan

monolog selama ini, perlu ditinjau belajar

dan tahap-tahap pgrkembangan pe p lama
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kita mengetahui bahwa PKn adalah pelajaran yang
"membosankan" bahkan cenderung "tidak disukai" siswa karena
materi dan metodenya mcmang tidak menantang siswa secara
intelektual, di samping amat sarat dengan pesan-pesan ideologis
rezim yang berkuasa.

Dalam era reformasi dan dalam kehidupan demokrasi setiap
orang sebagai warganegara mernperoleh kebebasan dan diperlakukan
secara adil. Unhrk inr setiap warganegara harus memperoleh
kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik.
Dalam pendewasaan dan sikap ketcrbukaan dan kebebasan itu baik
politik maupun ekonomi itu harus dijclaskan secam tuntas bahwa:
dasar-dasar demokasi itu sebagaimana dikemukakan oleh Chapin dan
Messick (1989: 114) di antaranya adalah seperti beik\t: "Each
person has one rote; Citizens hare equal protectrcn under the law;
Decuisions and laws can be reviewed and amended by laxftl process;
Decisions and governmenl ocls dre based on la\,"

Tujuannya adalah agar setiap u,arganegara menjadi cerdas, dapat
berpikir kritis dan kreatif serta rrcrriliki srkap disiplin pribadi dan
dapat berpartislpasi dalam men-sarasi berbaeai lrersoalan baik pribadi,
maupun masyarakat lingkungann)a. Lahirn]a \\ arsanegara seperti itu
menuntut perubahan-pcrubahan lncndasar dalam pendidikan pada
umumnya dan pendidikan kewarganegaraan khususnya.

Penutup

Uraian di atas telah membawa kita, bangsa Indonesia, untuk
tidak mengulangi langkah-langkah politik yang keliru yang cenderung
lebih menekankan kepada kekuasaan dengan menomorduakan Ekyat
dan masyarakat dalam sistem kehrdupan berbangsa dan bemegara.
Pengakuan terhadap hak-hak jndividu yang didasari rasa tanggung
jawab harus ditambahkan. Penghargaan dan penghormatan terhadap
hak-hak dasar manusia serta lebih menekan lagi pada kemajuan dan
kesejahteraan rakyat harus sudah mulai menjadi dasa.-dasar kebijakan
nasional dengan senantiasa membuka diri terhadap perubahan global
dan dengan respon yang dilakukan secara cerdas.

Semua itu hanya mungkin dapat dicapai jika dilakukan
perubahan paradigma tcrhadap PKn. Paradigma baru tersebut
menuntut diakukannya redifinisi dan rcvitalisasl implementasi konsep
PKn sehingga benar-benar menjadi sebuah wadah yang dapat
membangun dan mengembangkan bcrbagai kemampuan warganegara
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agar dapat lebih sensitif, proaktif, inovatif, dan kreatif, serta cerdas

sehingga dapat berpafiisipasi secara aktif dan efektif daLam

kehidupannya sebagai warganegara dan warga masyarakat

Redifinisi dan revitalisasi pengertian serta tujuan PIfu akan

mendorong lahimya paradigma baru PKn. Paradigma baru tersebut

harus disusun di atas pilar=pilar demokasi yang akan mendukung

nuansa demokratis yang saat ini telah berkembang di masyarakat

Paradigma baru PKn tersebut menuntut adanya perubahan dalam

seluruh aspek pembelajaran PKn dimulai dari tujuan sampai pada

pengembangan bahan ajar, metode mengajar, dan penilaiannya

Daftar Pustaka

Abdul Azis Wahab. (1998). Kajian Terhadap Kineria Kurikulum 1994

dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Bandung: Jurusan

PPKN IKIP Bandung.

Azpmardi Azta. (2006). Paradigma Baru Pendidikan Nasional.

Jakafta: Penerbit Buku Kompas.

Depdikbud. (1968). Kurikulun Pendidikan Dasar dan Menengah
GBPP PKn.

Depdikbud. (1993). Kurikulun Pendrdikan Dasar dan Menengah

GBPP PKn.

Depdikbud. (1982). Penjelason Ringkas Tentang Buku PMP Di'tjen.
Dasmen.

Muchson AR. (2004). "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma

Baru". Jurnal Civics.Yol. l. No. I Juni 2004.

Numan Somantri. (1972). "Beberapa Masalah dalam Pengajaran

PKn". Seminar Nasional Civic, Svrakarta: Tawangmangu

Print, Munay et al. (1999). Civic Education fol Civil Society Londoni
Asian Academic Press.

Redaksi Sketsa Masa. (1961). Tujuh Bahon Pokok Indoktrinosi.
Surabayar Penerbit GRIP.

Suryadi, Ace dan Somantri. (2000). "Pemikiran Ke Arah Rakayasa

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan". Paper dalam The
Intemational Seminar: The Need for New Indonesian Civic
Education, March 29, 2000, at Bandung.

86 HUMANIKA Vol 9 No l, Marel2009, hal 67-80



Supardo dkk. (1962). Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka,

Waterwoth, Peter. (1998). "Trends in Social Studies Education ard
Citizenship Education". Paper. Facr.ity of Education, Deakin
University, Aushalia.

Sutrarso, M.Sl., Iahir di Kararganyar, 21 Mei 1960. Lulus S-1 Fisipol
UGM Yogyakaia tahun 1985. Lulus S-2 Ketahanan Nasional
PPS UGM Yogyakarta 1995. Sejak tahun 1987 menjadi tenaga
pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Neg€ri Yogyakarta.

Dinonika Pendidikan Kgwdrganegataatt di Indonesia dari Rdim ke Rainl
(Sunarso)

8'7


